BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dengan demikian, hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan melalui p
berikut:

1. Singkronisasi pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
harmonisasi pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyediaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan food estate dapat
dikatakan disharmonis dikarenakan muatan aturan yang memberikan izin
pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk food estate bertentangan dengan
norma hukum diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang keduanya dibuah
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pertama,
dengan dijadikannya kawasan hutan lindung untuk food estate sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2021 Tentang
Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
bertentangan dengan limitasi pemanfaatan kawasan hutan lindung dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juncto Undang-
Undang 6 Nomor 2023 tentang Cipta Kerja yang hanya diperuntukkan untuk
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil

hutan bukan kayu. Kedua, nomenklatur KLHS yang dilakukan secara Cepat
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sebagaimana yang diatur dalam Permen LHK No 7 Tahun 2021 bertentangan
dengan prinsip kehati-hatian, dimana KLHS Cepat ini akan mereduksi proses
kajian terhadap lingkungan sebagaimana KLHS dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup juncto Undang-Undang 6 Nomor 2023 tentang Cipta Kerja. Sehingga
disharmoni antara muatan hukum keduanya akan berdampak pada keadilan
dan kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Penyediaan kawasan hutan lindung dalam perspektif pembangunan
berkelanjutan yang mensyaratkan praktik deforestasi akan berdampak serius
terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam aspek sosial,
pembangunan food estate yang terjadi di beberapa tempat berpotensi akan
melanggar HAM masyarakat terdampak berupa tidak dilibatkannya
masyarakat terdampak secara meaningfull participation. Dalam aspek
lingkungan, dijadikannya kawasan hutan lindung akan berdampak pada
kerusakan lingkungan hidup seperti bencana banjir di sekitar lokasi food
estate dan juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Dalam aspek
ekonomi, keberadaan ini food estate diduga juga tidak akan berdampak pada
ketahanan pangan nasional, hal ini dapat dibuktikan dengan terbengkalainya
proyek food estate.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai

berikut:
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l.

Perlunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2021 Tentang
Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan
Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan dikarenakan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Kementerian LHK yang
dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup seharusnya mengutamakan prinsip kehati-
hatian dalam membuat kebijakan publik.

Perlunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan tugas
konstitusionalnya dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja
Pemerintah dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan
mengevaluasi keberadaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7
Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan
Fungsi Kawasan Hutan dengan melakukan harmonisasi terhadap Undang-
Undang diatasnya.

Perlunya Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi, monitoring dan
pengkajian ulang terhadap seluruh proyek food estate di Indonesia sebagai
dasar pijak untuk membangun atau tidaknya food estate di masa

mendatang.
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